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Abstract. Law Number 17 of 2025 on the 2026 State Budget
maintains the twenty percent minimum threshold for education
spending, yet channels most of that allocation to finance the Makan
Bergizi Gratis (MBG) program, raising a counstitutional problem
that fouches the imperative character of Article 31(4) of the 1945
Counstifution. This study assesses the constifutionality of charging
MBG financing fo the education budset while claritying the limits
of the legislature's authority fo inferpret the scope of education
mandatory spending. Employing normative legal research with
statutory, conceptual, historical, and case approaches, if draws on
the doctrine of constitutional mandafory spending and the theory
of the Constitutional Court as a negative budgefer. The findings
show that nominal fulfillment of the twenty percent threshold does
noft legitimize a cross-sectoral diversion of purpose; charging MBG
fo the education budget is unconstitutional in its allocation because
nuftritional benefits are not constitutive of education as contined by
the Courf fo education directly enjoyed by the public. The
legislature lacks authority fo redefine a constitutional mandate
through an appropriations law of an administrative (beschikking)
character, whereas the Courf may correct the allocation as a
negative budgeter through a conditionally constitutional ruling.
The novelty lies in reading the diversion as constifutional distortion
and offering a purpose-fidelity fest, an operationalization of the

budget specialty principle  (specialiteitsbeginsel) in  the
constitutional domain as a parameter for assessing expendifures
counted as education budset.
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Abstrak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 mempertahankan ambang
minimal dua puluh persen anggaran pendidikan, namun mengarahkan sebagian besar porsinya untuk membiayai
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menimbulkan persoalan konstitusional yang menyentuh watak
imperatif Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan menilai konstitusionalitas pembebanan
pembiayaan MBG pada anggaran pendidikan sekaligus menegaskan batas kewenangan pembentuk undang-undang
dalam menafsirkan ruang lingkup mandatory spending pendidikan. Kajian menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta bertumpu pada doktrin
constitutional mandatory spending dan teori kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negafive budgefer. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan ambang dua puluh persen secara nominal tidak menyucikan
pengalihan peruntukan lintas sektor; pembebanan MBG mengandung inkonstitusionalitas peruntukan karena
manfaat gizinya tidak konstitutif bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dibatasi Mahkamah pada
pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Pembentuk undang-undang tidak berwenang meredefinisi
cakupan mandat konstitusional melalui Undang-Undang APBN yang berwatak penetapan, sedangkan Mahkamah
berlandaskan kewenangan negafive budgefer untuk mengoreksi peruntukan melalui putusan konstitusional
bersyarat. Kebaruan kajian terletak pada pembacaan pengalihan anggaran sebagai constitutional distortion dan
penawaran uji kesetiaan tujuan (purpose-fidelity tesf) yaitu operasionalisasi asas spesialitas anggaran
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(specialiteitsbeginsel) dalam ranah konstitusional sebagai parameter menilai keabsahan belanja yang
diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan.

Kata kunci: Anggaran Pendidikan; APBN; Consfifutional Distorfion, Makan Bergizi Gratis (MBQG); Mandatory
Spending.

PENDAHULUAN

Pengalokasian anggaran negara untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
melalui pos anggaran pendidikan telah menempatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 pada ujian
konstitusional yang tidak ringan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun
Anggaran 2026 memang mempertahankan alokasi pendidikan pada ambang minimal dua puluh
persen, bahkan mencapai angka nominal terbesar sepanjang sejarah fiskal Indonesia, namun
sebagian besar porsi tersebut justru diperuntukkan bagi program penyediaan gizi, bukan bagi
penyelengearaan pendidikan dalam arti sempit. Ketegangan ini bukan sekadar persoalan teknis
penganggaran, melainkan menyentuh watak imperatif norma konstitusi itu sendiri. Mahkamah
Konstitusi sejak Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 dan dipertegas melalui Putusan Nomor
013/PUU-VI/2008 telah menempatkan kewajiban dua puluh persen sebagai ketentuan yang
bersifat memaksa (dwingend rechi), sehingga setiap APBN yang tidak memenuhinya dinyatakan
bertentangan dengan konstitusi (Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008, n.d.). Persoalan menjadi
lebih pelik ketika ambang itu terpenuhi secara angka tetapi dibelokkan peruntukannya, karena
yang dipertaruhkan bukan lagi kuantitas alokasi, melainkan kesetiaan terhadap tujuan
konstitusional frasa "untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Gugatan
uji materiil yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah peserta didik dan
guru honorer pada awal 2026 memperlihatkan bahwa isu ini telah bergeser dari ranah wacana
akademik menjadi sengketa konstitusional yang konkret (Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN 2026 Terdaftar Di Mahkamah Konstitusi Dengan
Nomor 40/PUU-XXIV/2026, n.d.).

Dari fenomena tersebut mengemuka satu simpul persoalan hukum yang belum tuntas
dijawab: sejauh mana pembentuk undang-undang berwenang menafsirkan dan memperluas
cakupan ‘"penyelenggaraan pendidikan nasional" sehingga program lintas sektor seperti
pemenuhan gizi dapat dibebankan pada anggaran pendidikan yang bersifat purpose-bound.
Apabila redefinisi semacam ini dibiarkan, mandat konstitusional yang semula dirancang sebagai
pengaman minimal bagi sektor pendidikan berpotensi kehilangan daya normatifnya, sebab
pembentuk undang-undang dapat memenuhi angka dua puluh persen sembari mengarahkan
dananya pada tujuan lain. Secara praktis, pengalihan ini menggerus alokasi efektif bagi kebutuhan
riil pendidikan seperti sarana prasarana, bantuan operasional sekolah, hingga beasiswa, sementara
secara normatif ia membuka celah bagi pengaburan batas antara hak atas pendidikan (Pasal 31)
dan hak atas pangan serta jaminan sosial (Pasal 28C dan Pasal 34). Berpijak pada persoalan itu,
kajian ini memusatkan perhatian pada dua hal, yakni konstitusionalitas pembebanan pembiayaan
MBG pada anggaran pendidikan ditinjau dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, dan batas
kewenangan pembentuk undang-undang dalam mendefinisikan ruang lingkup mandatory
spending pendidikan.

Analisis atas persoalan tersebut berpijak pada doktrin constitutional mandatory spending
yang memandang pencantuman kewajiban anggaran di dalam konstitusi bukan sebagai pedoman
politik anggaran yang lentur, melainkan sebagai norma yang mengikat dan dapat diuji secara
yudisial. Omara menegaskan bahwa konstitusionalisasi anggaran pendidikan lahir justru karena
pengalaman buruk ketika pendidikan tidak dibiayai secara memadai, sechingga penempatannya
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dalam konstitusi dimaksudkan untuk mengunci prioritas fiskal negara sekaligus menyediakan jalur
hukum untuk menggugat pengingkarannya (Omara, 2016). Pemahaman ini penting bagi
penelitian karena menempatkan angka dua puluh persen bukan sebagai plafon yang bebas diisi,
melainkan sebagai alokasi yang terikat tujuan (earmarked); dengan demikian, pengujian
konstitusionalitas MBG tidak berhenti pada pemenuhan persentase, tetapi menuntut penelusuran
apakah peruntukan dana benar-benar melayani penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dikehendaki konstitusi. Doktrin ini menjadi pisau utama untuk menilai apakah kebijakan anggaran
MBG merupakan pemenuhan mandat atau justru penyimpangan terselubung darinya.

Kerangka kedua bertumpu pada teori kewenangan pengujian Mahkamah Konstitusi
terhadap Undang-Undang APBN, khususnya pergeseran peran Mahkamah dari sekadar negative
legislature menuju negative bahkan positive budgeter. Karakter UU APBN yang oleh sebagian ahli
dipandang sebagai undang-undang dalam arti formal dan bersifat penetapan (beschikking) kerap
dijadikan dalih untuk membatasi ruang pengujiannya, namun praktik Mahkamah menunjukkan
bahwa mata anggaran tertentu dalam UU APBN dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945, dan dalam keadaan tertentu Mahkamah bahkan mewajibkan pemerintah dan DPR
menambah pos anggaran tertentu (Susanto, 2018). Relevansi teori ini terletak pada kebutuhan
untuk menjawab keberatan prosedural bahwa UU APBN 2026 tidak dapat atau tidak layak diuji,
sebaliknya, justru melalui doktrin negative budgefer itulah Mahkamah memiliki pijakan untuk
menilai konstitusionalitas peruntukan anggaran pendidikan bagi MBG tanpa melampaui
kewenangan yudisialnya. Kedua kerangka ini akan dioperasikan secara bersambung pada bagian
pembahasan: doktrin mandafory spending untuk menguji substansi peruntukan, dan teori
kewenangan budgeter untuk menegaskan legitimasi pengujiannya.

Kajian mengenai anggaran pendidikan dua puluh persen sesungguhnya telah cukup
berkembang, meskipun dengan titik tekan yang berbeda-beda. Omara (2016) memberikan fondasi
konseptual mengenai latar belakang dan penegakan yudisial konstitusionalisasi anggaran
pendidikan, tetapi kajiannya berhenti pada persoalan pemenuhan besaran dan belum menyentuh
problem pengalihan peruntukan. Anggreni (2023) menyoroti akibat hukum dari alokasi yang
kurang dari dua puluh persen pada tataran APBD, sehingga fokusnya tetap pada defisit kuantitatif,
bukan penyimpangan kualitatif peruntukan. Fikri (2024) memperkaya diskusi dengan membaca
kebijakan Kartu Jakarta Pintar melalui perspektif constitutional mandatory spending, namun
kajiannya terbatas pada belanja yang masih berada dalam ekosistem pendidikan. Adapun Yuniati
dkk (2026) menganalisis teknik penghitungan dan praktik implementasi alokasi dua puluh persen,
tetapi lebih Dbersifat administratif~-keuangan ketimbang konstitusional. Di sisi kewenangan
kelembagaan, studi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai negafive budgeter serta perdebatan
Jjudicial activism dan judicial restraint memperlihatkan bahwa pengujian UU APBN memiliki dasar
teoretis yang mapan, namun belum dihubungkan secara spesifik dengan kasus pembelokan
peruntukan anggaran pendidikan (Saragih et al., 2025). Jika dibaca sebagai satu perkembangan,
kepustakaan tersebut bergerak dari persoalan "berapa" menuju persoalan "bagaimana", tetapi
belum sampai pada pertanyaan "untuk apa" anggaran pendidikan sebenarnya boleh digunakan.

Di situlah kekosongan kajian ini berada. Literatur terdahulu masih memperlakukan
pemenuhan angka dua puluh persen sebagai ukuran ketaatan konstitusional, sehingga belum
menyediakan kerangka untuk menilai konstitusionalitas ketika ambang itu terpenuhi namun
peruntukannya menyimpang, persis situasi yang ditimbulkan Program MBG dalam APBN 2026.
Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan pengalihan anggaran pendidikan bagi program
gizi sebagai bentuk constifutional distortion, yakni penyimpangan yang tersembunyi di balik
pemenuhan formal norma, serta pada upaya menautkan doktrin mandatory spending dengan teori
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kewenangan Mahkamah sebagai negative budgeter untuk menilai kasus yang sedang berjalan.
Secara teoretis, kajian ini memperluas makna ketaatan konstitusional dari sekadar kuantitas alokasi
menuju kesetiaan pada tujuan; secara praktis, ia menawarkan pijakan argumentatif bagi pengujian
UU APBN dan bagi penataan ulang sumber pembiayaan MBG agar tidak membebani mandat
pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas
pembebanan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pada anggaran pendidikan menurut Pasal
31 ayat (4) UUD NRI 1945, sekaligus menegaskan batas kewenangan pembentuk undang-undang
dalam menafsirkan ruang lingkup mandatory spending pendidikan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menempatkan norma
sebagai titik pijak sekaligus objek yang dinilai konsistensi dan koherensinya, dan berwatak
preskriptif karena diarahkan untuk menawarkan pendirian yang beralasan mengenai
konstitusionalitas pembebanan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pada anggaran
pendidikan (Marzuki, 2017). Empat pendekatan digunakan secara bertautan: pendekatan
perundang-undangan untuk membaca Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 bersama Pasal 49 UU
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026
sebagai satu susunan hierarkis; pendekatan konseptual untuk mengoperasikan doktrin
constitutional mandatory spending dan gagasan Mahkamah sebagai negative budgeter, pendekatan
historis untuk menelusuri maksud pembentuk konstitusi (original intenf) di balik ambang dua
puluh persen; serta pendekatan kasus atas putusan yang membentuk pendirian tetap Mahkamabh,
khususnya Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008.

Bahan hukum mencakup bahan primer (UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang~Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
APBN Tahun Anggaran 2026, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan berkas
permohonan pengujian UU APBN 2026), bahan sekunder (artikel jurnal nasional dan internasional
serta doktrin para ahli), dan bahan tersier (kamus hukum). Bahan dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan penelusuran dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi
hukum, gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, yang dipadukan dengan konstruksi dan
sinkronisasi norma, schingga bermuara pada preskripsi atas kedua rumusan masalah, yakni
penilaian konstitusionalitas pembiayaan MBG dan penegasan batas kewenangan pembentuk
undang-undang dalam menafsirkan cakupan mandatory spending pendidikan (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstitusionalitas Pembebanan Pembiayaan Program MBG pada Anggaran Pendidikan

Penelusuran terhadap arsitektur hukum anggaran pendidikan memperlihatkan satu garis
pendirian Mahkamah Konstitusi yang cukup mapan mengenai apa yang boleh dihitung sebagai
anggaran pendidikan. Sejak Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, Mahkamah menegaskan bahwa
yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang langsung dinikmati oleh
masyarakat, sebuah pembatasan yang kemudian menjadi rujukan tetap dalam putusan-putusan
berikutnya (Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, 2005). Melalui Putusan Nomor 24/PUU-
V/2007, Mahkamah mempersoalkan pengecualian gaji pendidik dan menyatakan frasa “gaji
pendidik” dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan konstitusi,
sementara biaya pendidikan kedinasan tetap berada di luar cakupan dua puluh persen (Putusan
Nomor 24/PUU-V/2007, 2008). Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 melengkapi pendirian itu
dengan menegaskan watak imperatif kewajiban dua puluh persen dan sekaligus mencatat
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rendahnya alokasi pendidikan Indonesia dibandingkan negara lain (Putusan Nomor 013/PUU-
VI/2008, n.d.). Dibaca berurutan, ketiga putusan tersebut membentuk satu benang merah yang
penting dicermati arah geraknya: seluruh perdebatan konstitusional selama ini berpusar pada
pertanyaan tentang batas cakupan ke dalam, komponen apa yang secara sah boleh dimasukkan ke
dalam hitungan dua puluh persen dan setiap kali Mahkamah menjawab, jawabannya selalu
menyempit alih-alih melebar. Mahkamah mengeluarkan pendidikan kedinasan, mempersoalkan
komponen gaji pendidik, dan menolak setiap tafsir yang mengaburkan batas; tidak sekali pun ia
memaknai “penyelenggaraan pendidikan nasional” sedemikian longgar sehingga merangkul
program yang secara substansial berada di luar proses pendidikan, seperti pemenuhan gizi. Justru
arah yurisprudensi yang konsisten mengetatkan cakupan inilah yang menjadi latar penting bagi
persoalan MBG. Ketika pembentuk anggaran bergerak ke arah sebaliknya dengan memperluas
cakupan hingga menampung program gizi, ia tidak sekadar menempuh kebijakan fiskal baru,
melainkan berjalan berlawanan dengan pendirian tetap yang telah dibangun Mahkamah selama
hampir dua dekade.

Bertolak dari temuan itu, penilaian konstitusionalitas pembebanan MBG harus dimulai dari
struktur gramatikal Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Metode penafsiran konstitusi menempatkan
pembacaan atas teks sebagai titik tolak sebelum beranjak pada penafsiran sistematis, historis, dan
teleologis, sehingga makna sebuah norma tidak boleh ditegakkan dengan mengorbankan bunyi
tekstualnya sendiri (Asshiddigie, 2010). Frasa “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional” bukanlah hiasan retoris, melainkan berfungsi sebagai keterangan tujuan
(adverbial of purpose) yang membatasi bukan sekadar mengiringi kewajiban dua puluh persen.
Secara sintaksis, klausa tujuan itu memodifikasi dan mengunci arah belanja: dana wajib tersebut
dialokasikan bukan untuk apa saja, melainkan spesifik bagi penyelenggaraan pendidikan.
Pembacaan demikian sejalan dengan inti doktrin constitutional mandatory spending, yang
menempatkan pencantuman kewajiban anggaran dalam konstitusi sebagai alokasi yang terikat
tujuan (earmarked), bukan plafon yang bebas diisi peruntukan apa pun asalkan angkanya
terpenuhi (Omara, 2016). Konsekuensi logisnya bersifat memaksa: apabila tujuan telah dipatok di
dalam teks, maka pemenuhan angka tanpa pemenuhan tujuan adalah pemenuhan yang cacat.
Ditarik ke persoalan MBG, tercapainya ambang dua puluh persen secara nominal tidak dengan
sendirinya menjadikan kebijakan itu konstitusional apabila sebagian besar dananya justru
dibelanjakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan pendidikan. Justru di sinilah letak
persoalannya: ketaatan kuantitatif dijadikan tabir untuk menutupi penyimpangan kualitatif
peruntukan, seakan-akan angka yang benar mampu menyucikan tujuan yang keliru.

Penafsiran sistematis memperkuat kesimpulan tersebut. Pasal 31 ayat (4) tidak berdiri
sendiri, melainkan berkelindan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan dengan ratio decidendi
Mahkamah yang membatasi anggaran pendidikan pada pendidikan yang langsung dinikmati
masyarakat. Jika biaya pendidikan kedinasan yang jelas-jelas masih berada dalam ekosistem
pendidikan saja dikeluarkan dari hitungan dua puluh persen, maka menempatkan program
penyediaan makanan bergizi ke dalam pos yang sama menimbulkan inkonsistensi yang sulit
dipertahankan secara logika hukum; tidak masuk akal mengeluarkan sesuatu yang lebih dekat
sembari merangkul sesuatu yang lebih jauh. Argumen a forfiori ini menegaskan bahwa jika
komponen yang bersinggungan langsung dengan pendidikan pun ditolak, maka program lintas
sektor yang hanya bersentuhan dengan peserta didik sebagai penerima manfaat sudah semestinya
ditolak dengan lebih tegas. Melalui penafsiran teleologis dan historis, kesimpulan itu kian kokoh:
konstitusionalisasi anggaran pendidikan lahir dari pengalaman buruk ketika pendidikan tidak
dibiayai secara memadai, dan pencantuman ambang dua puluh persen melalui Perubahan
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Keempat UUD 1945 pada 2002 merupakan reaksi sadar para perumus terhadap lemahnya
komitmen fiskal pada masa sebelumnya (Indrayana, 2008). Maksud pembentuk konstitusi, dengan
demikian, adalah mengunci prioritas fiskal bagi pendidikan sebagai pengaman minimal, bukan
menyediakan reservoir dana serbaguna yang dapat dialihkan menurut selera politik anggaran
pemerintah yang sedang berkuasa. Membaca Pasal 31 ayat (4) sebagai kantong fleksibel, karena
itu, bertentangan langsung dengan alasan historis kelahirannya.

Keberatan yang lazim diajukan, bahwa MBG juga merupakan pemenuhan hak
konstitusional, memang tidak keliru, tetapi salah alamat. Hak atas pangan dan gizi berpijak pada
Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, serta memperoleh
landasan pada Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-~Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang
telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Pasal 11, Diratifikasi Melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005, n.d.). Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, hak atas pangan yang
layak dijabarkan sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, yang
pembiayaannya melekat pada tanggung jawab jaminan sosial negara secara umum dan bukan pada
pos sektoral yang telah dikunci bagi tujuan lain (Council, 1999). Gagasan untuk memperkuat
jaminan hak atas pangan di dalam konstitusi bahkan telah lama diusulkan dalam diskursus
akademik (Saifulloh, 2021). Dengan latar demikian, persoalannya bukan pada keabsahan tujuan
MBG, melainkan pada sumber pembiayaannya: konstitusi tidak menyediakan pembenaran untuk
meminjam pos wajib satu hak guna membiayai pemenuhan hak yang lain, sebab cara semacam itu
menuntaskan satu kewajiban dengan melalaikan kewajiban yang berbeda. Ketika Mahkamah
menegaskan tanggung jawab negara atas hak pangan dalam Putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016,
penegasan itu tidak pernah dimaksudkan untuk menggerus mandat sektor lain, apalagi
menjadikan anggaran pendidikan sebagai sumber pendanaannya (Putri et al., 2021). Pengalihan
semacam inilah yang tepat disebut sebagai constitutional distortion, yakni penyimpangan yang
bersembunyi di balik pemenuhan formal norma, konstitusi ditaati pada permukaan angka tetapi
diingkari pada kedalaman tujuan.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memberi cermin yang berguna. Konstitusi Brasil 1988
melalui Pasal 212 mewajibkan earmarking pendapatan pajak untuk pemeliharaan dan
pengembangan pendidikan (mmanutencao e desenvolvimento do ensino), suatu model yang justru
dirancang untuk mengurung dana pendidikan agar tidak tergerus kebutuhan lain (Cury, 2018).
Model semacam ini berpijak pada logika keuangan publik yang telah lama dikenal, begitu suatu
sumber penerimaan dikunci (earmarked) bagi peruntukan tertentu, ia kehilangan sifat fungibel
dan tidak boleh diperlakukan sebagai dana umum yang bebas dialihkan, sebab justru pengikatan
itulah yang menjadi maksud sekaligus nilai normatifnya (James M. Buchanan, 1963). Pengalaman
ketika Amandemen Konstitusi Nomor 95 Tahun 2016 membekukan belanja primer
memperlihatkan bahwa setiap intervensi yang menekan alokasi riil pendidikan segera memicu
penurunan investasi pendidikan dan menuai kritik konstitusional yang tajam (Oliveira et al.,
2022). Kajian pembiayaan pendidikan Brasil bahkan memperlihatkan sensitivitas tinggi terhadap
distorsi alokasi, sekalipun sebatas soal efisiensi antarwilayah (World Bank, 2020). Benang
merahnya jelas bahwa yurisdiksi yang menganut earmarking konstitusional cenderung
menafsirkan peruntukan secara ketat dan mengawal batas materiilnya, bukan sekadar batas
nominalnya. Orientasi penjagaan itulah yang seharusnya juga dianut ketika membaca Pasal 31
ayat (4), sebab tanpa pengawalan materiil, earmarking konstitusional akan merosot menjadi
sekadar formalitas angka yang mudah disiasati.
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Temuan ini sekaligus berdialog dengan penelitian terdahulu dan mempertegas letak
kontribusinya. Studi Anggreni (2023) menyoroti akibat hukum dari alokasi yang kurang dari dua
puluh persen, namun tetap terkurung pada persoalan defisit kuantitatif. Fikri (2024) membaca
kebijakan Kartu Jakarta Pintar melalui perspektif constitutional mandaftory spending, tetapi
objeknya masih belanja yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Yuniati, dkk (2026)
menekankan teknik penghitungan dan implementasi alokasi, sehingga lebih bercorak
administratif-keuangan. Ketiganya bertolak dari asumsi yang sama, yakni bahwa persoalan
konstitusional anggaran pendidikan berkisar pada apakah ambang terpenuhi. Penelitian ini
memperkuat premis dasar mereka bahwa dua puluh persen bersifat imperatif, tetapi berpisah jalan
pada titik fokus yang dipersoalkan bukan lagi apakah angka terpenuhi, melainkan apakah
peruntukannya setia pada tujuan konstitusional. Perbedaan itu bukan pergeseran tema yang
kebetulan, melainkan konsekuensi dari objek yang berlainan, karena MBG menghadirkan tipe
penyimpangan yang belum pernah dianalisis, yaitu pembelokan lintas sektor terhadap pos yang
telah dikunci konstitusi. Dengan kata lain, kepustakaan yang ada memadai untuk menjawab
persoalan kekurangan alokasi, tetapi kehabisan perkakas analitis ketika berhadapan dengan alokasi
yang cukup secara angka namun menyimpang secara tujuan.

Berdiri di atas rangkaian argumen tersebut, penulis berpendirian bahwa pembebanan
pembiayaan MBG pada anggaran pendidikan tidak dapat dipertahankan konstitusionalitasnya
sepanjang program itu dihitung sebagai bagian dari dua puluh persen mandat pendidikan. Sebagai
parameter penilaian, penulis menawarkan uji kesetiaan tujuan (purpose-tidelity tfesf) yang pada
dasarnya merupakan operasionalisasi asas spesialitas anggaran (specialiteitsbeginsel) dan larangan
défournement de pouvoir ke dalam ranah konstitusional, sehingga dana yang telah terikat pada
tujuannya tidak boleh dialihkan pada peruntukan lain sekalipun angka totalnya terpenuhi, dengan
dua syarat kumulatif: pertama, belanja itu harus secara langsung menopang penyelenggaraan
pendidikan sebagaimana dibatasi Mahkamah pada pendidikan yang langsung dinikmati
masyarakat; kedua, manfaatnya harus bersifat konstitutif bagi proses pendidikan, bukan sekadar
bersinggungan dengan peserta didik sebagai penerima manfaat insidental. Diukur dengan
parameter ini, MBG gugur pada kedua syarat sekaligus: manfaat gizinya bersifat umum, melintasi
batas sektor, dan tidak menjadi unsur yang membentuk proses belajar-mengajar itu sendiri. Uji ini
sengaja dirancang agar tidak menjaring setiap belanja penunjang pendidikan, melainkan hanya
menyaring belanja yang meminjam label pendidikan untuk membiayai tujuan di luarnya. Jawaban
atas sub-rumusan pertama, dengan demikian, bersifat tegas bahwa kebijakan tersebut
mengandung inkonstitusionalitas peruntukan, bukan inkonstitusionalitas besaran dan dari titik
itulah persoalan bergeser pada pertanyaan kelembagaan berikutnya, yakni siapa yang berwenang
menilai serta membatasi penyimpangan tersebut.

b. Batas Kewenangan Pembentuk Undang-Undang dan Peran Mahkamah dalam Menjaga
Cakupan Mandatory Spending
Persoalan kedua berpangkal pada satu kenyataan kelembagaan yang kerap luput dicermati
yaitu perluasan makna anggaran pendidikan hingga merangkul Program MBG tidak ditempuh
melalui perubahan konstitusi ataupun revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, melainkan diselipkan
ke dalam struktur belanja Undang-Undang APBN. Pilihan instrumen ini tidak netral secara teoretis.
Sebagian ahli memandang UU APBN sebagai undang-undang dalam arti formal (wef in formele
zin) yang berwatak penetapan (beschikking) ketimbang pengaturan (regeling), karena isinya tidak
merumuskan norma umum-abstrak melainkan menetapkan angka-angka belanja untuk satu
tahun anggaran. Karakter itu kerap dijadikan tameng untuk mempersempit bahkan menegasikan
ruang pengujiannya, dengan dalih bahwa penilaian atas postur anggaran merupakan wilayah
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kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tertutup bagi campur tangan yudisial (Wibowo,
2016). Praktik Mahkamah membuktikan sebaliknya: mata anggaran tertentu di dalam UU APBN
telah beberapa kali dinilai dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah
dalam keadaan tertentu menjelma sebagai negative budgeter yang membatalkan pos anggaran
inkonstitusional (Susanto, 2018).

Temuan pada tataran ini bersifat gamblang sekaligus mengganggu. Pembentuk undang-
undang melalui kesepakatan politik anggaran antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat,
secara faktual telah mendefinisikan ulang cakupan “penyelenggaraan pendidikan nasional” tanpa
menyentuh teks Pasal 31 ayat (4), tanpa mengubah rumusan Pasal 49 UU Sisdiknas, dan tanpa
menggeser pendirian tetap Mahkamah yang membatasi anggaran pendidikan pada pendidikan
yang langsung dinikmati masyarakat. Redefinisi itu berlangsung senyap melalui teknik
penganggaran, bukan melalui deliberasi legislatif yang terbuka mengenai makna konstitusional.
Pergeseran makna yang ditempuh lewat pintu belakang inilah yang menuntut penilaian tersendiri,
sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar besaran rupiah, melainkan siapa yang sesungguhnya
berwenang menentukan batas materiil sebuah mandat konstitusional.

Ditimbang dari prinsip supremasi konstitusi dan asas lex superior derogat legi inferiori,
tindakan itu menyimpan cacat kompetensi yang serius. Kewenangan untuk memaknai dan
membatasi sebuah mandat konstitusional tidak berada di tangan pembentuk undang-undang,
melainkan melekat pada konstitusi itu sendiri dan pada Mahkamah sebagai penafsir resminya.
Pembentuk undang-undang yang meredefinisi cakupan norma konstitusi melalui undang-undang
biasa telah menempatkan produk hukum berderajat lebih rendah sebagai penentu makna norma
yang berderajat lebih tinggi, suatu pembalikan hierarki yang secara logika hukum tidak dapat
dipertahankan. Cacat itu berlipat ketika instrumen yang dipakai adalah UU APBN yang berwatak
penetapan, sebab undang-undang semacam ini tidak dirancang untuk memuat norma penafsiran,
melainkan sekadar mengesahkan rencana keuangan negara untuk satu tahun anggaran. Terdapat
perbedaan hakiki antara menetapkan berapa dana yang dialokasikan yang memang wilayah UU
APBN dan menetapkan apa yang secara konstitusional boleh dihitung sebagai anggaran
pendidikan, yang jelas berada di luar jangkauannya.

Membiarkan praktik ini berlangsung sama artinya dengan mengizinkan pengosongan
norma konstitusi dari dalam, teks Pasal 31 ayat (4) tetap berdiri megah dan angka dua puluh persen
tetap terbaca utuh, sementara muatan maknanya digerus perlahan melalui perluasan definisi yang
bersifat sepihak dan berulang saban tahun anggaran. Gejala ini menyerupai apa yang dalam
kepustakaan hukum tata negara dikenal sebagai erosi konstitusional, yakni pelemahan norma yang
tidak ditempuh melalui pelanggaran terbuka, tetapi melalui penafsiran resmi yang menyimpang
secara bertahap dari maksud aslinya sehingga sukar dideteksi dan sukar dilawan (Landau, 2013).
Watak imperatif (dwingend rechf) yang ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 026/PUU-~
II1/2005 akan kehilangan seluruh dayanya apabila cakupan materiil kewajiban dua puluh persen
dapat ditentukan secara bebas oleh pembentuk anggaran, sifat memaksa sebuah norma menjelma
ilusi ketika objek yang dipaksakan justru dapat didefinisikan ulang oleh pihak yang seharusnya
diikat olehnya (Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, n.d.).

Teori pergeseran peran Mahkamah dari negafive legislature menuju positive legislature,
beserta padanannya dalam ranah keuangan negara, memperoleh relevansi analitis yang tajam pada
titik ini, asalkan digunakan dengan pembedaan yang cermat. Empat posisi kerap dicampuradukkan
padahal memiliki bobot legitimasi yang berbeda. Sebagai negative legislature, Mahkamah
membatalkan norma yang inkonstitusional; sebagai positive legislature, ia melangkah lebih jauh
dengan merumuskan makna atau norma baru untuk mengisi kekosongan hukum akibat
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pembatalan itu (Mahanani, 2020; Martitah, 2013). Dua posisi berikutnya merupakan proyeksi
keduanya ke ranah anggaran: sebagai negative budgeter, Mahkamah menghapus atau menyatakan
inkonstitusional suatu pos belanja; sebagai positive budgeter, ia justru memerintahkan pengadaan
atau penambahan pos belanja tertentu. Penempatan kasus MBG pada peta ini menentukan
legitimasi koreksi yudisialnya, dan di sinilah banyak keberatan salah menyasar. Yang diperlukan
untuk memulihkan integritas mandat pendidikan bukan tindakan positive budgefer yang
menyusun postur anggaran pengganti, melainkan tindakan negative budgefer yang cukup
menyatakan bahwa pos pembiayaan MBG tidak sah diperhitungkan sebagai bagian dari dua puluh
persen anggaran pendidikan (Efendi et al., 2023). Koreksi bermodel demikian menjaga Mahkamah
tetap berada di wilayah pembatalan, bukan penyusunan, sehingga keberatan klasik terhadap
aktivisme anggaran kehilangan pijakannya. Realitas penegakan pun menunjukkan bahwa
kegamangan implementasi putusan lebih sering berakar pada resistensi legislatif ketimbang pada
kelemahan dalil, sehingga penegasan batas kewenangan sejak dalam pertimbangan hukum
menjadi kian penting agar penegakan norma tidak bergantung semata pada tekanan publik atau
kerelaan politik pembentuk anggaran untuk patuh (Muttaqin et al., 2023).

Keberatan yang bertumpu pada judicial restraint patut ditimbang secara jujur dan tidak
boleh diremehkan. Kebijakan anggaran lazim ditempatkan sebagai wilayah diskresi legislatif yang
menuntut kehati-hatian yudisial, dan pengalaman berbagai yurisdiksi memperlihatkan bahwa
aktivisme yang berlebihan dapat menimbulkan ketegangan tajam dalam skema pemisahan
kekuasaan serta menyeret Mahkamah ke dalam pusaran keputusan politik yang bukan ranahnya
(Salman et al., 2018). Kesulitan kontramayoritas (countermajoritarian difficulty) menambah bobot
keberatan tersebut, karena hakim yang tidak dipilih melalui pemilihan umum membatalkan
kesepakatan anggaran yang lahir dari lembaga perwakilan (Bickel, 1962). Kendati begitu,
menahan diri tidak boleh disamakan dengan tunduk pada pelanggaran, dan garis pemisah yang
menentukan terletak pada watak persoalannya. Sepanjang yang dipersoalkan adalah pilihan
besaran, prioritas program, atau alokasi antarsektor yang tidak dikunci konstitusi, penghormatan
terhadap diskresi legislatif memang berdasar. Persoalan berpindah sifat ketika yang dilanggar
adalah earmarkingyang dipatok secara tegas oleh konstitusi dan Pasal 31 ayat (4) merupakan salah
satu dari sedikit pasal yang mencantumkan angka mengikat, sehingga sengketa bergeser dari ruang
kebijakan menuju ruang konstitusionalitas. Sikap pasif Mahkamah di hadapan pelanggaran
earmarking konstitusional bukanlah kearifan menahan diri, melainkan pengingkaran terhadap
fungsi pokoknya sebagai pengawal konstitusi (Saragih et al., 2025). Aktivisme yang terukur untuk
menegakkan batas materiill anggaran pendidikan, dalam bingkai itu, lebih dapat
dipertanggungjawabkan ketimbang restraint yang membiarkan distorsi berlangsung tahun demi
tahun. Diskursus mengenai kebebasan kehakiman dan keseimbangan antara aktivisme dan
pengendalian diri menegaskan bahwa pilihan itu bukan soal keberanian, melainkan soal ketepatan
mengenali apakah suatu perkara benar-benar bersifat konstitusional atau semata teknis-anggaran
(Mochtar, 2021).

Dialog dengan penelitian terdahulu mempertegas letak kontribusi kajian ini sekaligus
menerangkan sebab perbedaannya. Sebagian besar studi tentang positive legislature memusatkan
perhatian pada pembentukan norma baru melalui putusan pengujian undang-undang, termasuk
kritik terhadap gejala perluasan peran Mahkamah yang dinilai melampaui fungsi yudisial (Fadillah
Walduda’ini et al., 2024), tetapi belum menautkan diskusi itu dengan problem budgefer dalam
konteks earmarking pendidikan. Titik pijaknya justru berkebalikan, literatur tersebut
mengkhawatirkan Mahkamah yang terlalu jauh membentuk norma, sedangkan kajian ini
menyoroti bahaya sebaliknya, yakni Mahkamah yang terlampau enggan menegakkan batas
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materiil yang telah dikunci konstitusi. Perdebatan mengenai metode original infenf pun umumnya
berkisar pada penafsiran kelembagaan dan hak politik, belum diarahkan untuk mengunci makna
peruntukan anggaran (Ramdani et al., 2025). Perbedaan fokus itu bukan kebetulan, melainkan
konsekuensi dari objek yang berlainan, karena kasus MBG menghadirkan tipe persoalan yang
belum terpetakan, penyalahgunaan bentuk hukum penetapan berupa UU APBN untuk menggeser
makna substantif norma konstitusi. Sumbangan kajian ini terletak pada pembangunan jembatan
konseptual yang menautkan doktrin mandatory spending dengan kewenangan negative budgeter
melalui parameter kesetiaan tujuan, sehingga pengujian UU APBN memiliki tolok ukur substantif
yang selama ini absen dan tidak lagi terperangkap pada perdebatan prosedural tentang dapat-
tidaknya UU APBN diuji.

Menimbang seluruh rangkaian argumen, penulis berpendirian bahwa jalan keluar yang
paling selaras dengan konstitusi bukanlah pembatalan menyeluruh UU APBN yang justru akan
menimbulkan kekacauan fiskal dan mengorbankan hak-hak konstitusional lain, melainkan
putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Melalui formulasi ini,
UU APBN dapat dinyatakan konstitusional sepanjang pembiayaan MBG tidak diperhitungkan
sebagai bagian dari dua puluh persen anggaran pendidikan, dan sebaliknya wajib ditempatkan
pada pos perlindungan serta jaminan sosial yang berpijak pada Pasal 34 UUD 1945. Konstruksi
putusan semacam ini bekerja pada dua tingkat sekaligus, pada tingkat substantif ia menerapkan
uji kesetiaan tujuan untuk memisahkan belanja yang setia pada mandat pendidikan dari belanja
yang menyimpang, sedangkan pada tingkat kelembagaan ia menahan Mahkamah tetap dalam
posisi negative budgefer yang mengoreksi peruntukan tanpa menyusun sendiri angka
penggantinya. Kehati-hatian inilah yang membedakannya secara tegas dari aktivisme kontroversial
dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketika Mahkamah dinilai melangkah terlalu jauh
dengan membentuk norma yang berdampak politik langsung (Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, 2023). Kerangka parameter konstitusional bagi aktivisme yudisial yang belakangan
dikembangkan dalam literatur turut menopang posisi ini, karena menekankan pentingnya garis
pemisah yang jelas antara menjaga hak konstitusional dan mengambil alih fungsi legislatif (Faisyah
et al., 2025).

Sub-rumusan kedua, pada akhirnya, terjawab secara berlapis. Pembentuk undang-undang
tidak berwenang memperluas cakupan mandatory spending pendidikan melalui UU APBN, sebab
tindakan itu menempatkan norma penetapan sebagai penentu makna norma konstitusi sekaligus
meniadakan watak imperatif kewajiban dua puluh persen. Mahkamah, di sisi lain, memiliki
landasan yang kokoh untuk mengoreksi penyimpangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai
negative budgefer, sepanjang koreksi diarahkan pada peruntukan dan bukan pada besaran, serta
ditempuh melalui putusan bersyarat yang menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan
penghormatan pada diskresi anggaran. Batas kewenangan, kesetiaan tujuan, dan model koreksi
yudisial yang terukur berdiri sebagai tiga simpul yang saling menopang dan menjadi inti jawaban
atas persoalan kedua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembebanan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pada pos anggaran pendidikan
mengandung inkonstitusionalitas peruntukan, bukan inkonstitusionalitas besaran. Pemenuhan
ambang dua puluh persen secara nominal tidak menyucikan pengalihan sebagian besar dana pada
tujuan di luar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dibatasi Mahkamah Konstitusi pada
pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Frasa "untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional" dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 berkedudukan
sebagai keterangan tujuan yang mengikat, sehingga anggaran pendidikan bersifat terikat tujuan
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(earmarked) dan tertutup bagi realokasi lintas sektor. Diukur dengan uji kesetiaan tujuan
(purpose-tidelity tesf), MBG gugur sebagai komponen anggaran pendidikan karena manfaat
gizinya bersifat umum dan tidak konstitutif bagi proses pendidikan. Pengalihan semacam ini
merupakan constitutional distortion, dimana ketaatan pada angka yang menutupi penyimpangan
tujuan. Pembentuk undang-undang tidak berwenang meredefinisi cakupan mandat konstitusional
melalui Undang-Undang APBN yang berwatak penetapan (beschikking), sedangkan Mahkamah
sebagai negative budgetfer berpijak untuk mengoreksi peruntukan yang menyimpang melalui
putusan konstitusional bersyarat tanpa menyusun postur anggaran pengganti.

Bertumpu pada temuan itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang seyogianya
memindahkan pembiayaan MBG dari pos anggaran pendidikan ke pos perlindungan dan jaminan
sosial yang berpijak pada Pasal 34 UUD NRI 1945, disertai penegasan bahwa program lintas sektor
tidak diperhitungkan sebagai bagian dari dua puluh persen mandat pendidikan. Mahkamah
Konstitusi, ketika mengadili pengujian UU APBN 2026, dapat mengadopsi uji kesetiaan tujuan
sebagai tolok ukur substantif melalui putusan konstitusional bersyarat yang mengoreksi
peruntukan tanpa mengambil alih diskresi anggaran. Kajian lanjutan diperlukan untuk menguji
parameter ini pada pos mandatory spending lain, seperti anggaran kesehatan dan dana desa, serta
pada ranah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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